










3. Penangkapan ikan untuk kepentingan sendiri yang dilakukan dengan cara-cara 

sederhana seperti memancing, menjala, menjaring, pasang sero adalah diperkenankan 

di Wilayah Perairan Adat Suku Maya yang diperuntukkan untuk kegiata11 yang 

dimaksud; 

4. Penangkapan ikan di dalam Wilayah Adat Suku Maya hanya boleh dilakukan oleh para 

Nelayan tradisional dan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak merusak dan 

tidak mengambil dalam skala yang besar; 

5. Penangkapan ikan oleh Nelayan profesional dapat dilakukan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan memperhatikan Peraturan Kawasan 

Konservasi dan tidak menangkap di Wilayah penangkapan ikan tradisional; 

6. Pemegang izin penangkapan ikan dan pengumpulan hasil laut hanya dapat melakukan 

kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari Dewan Adat Suku Maya. 

BABIV 

LARANGAN 

PASAL6 

1. Dalam Wilayah pesisir dan laut Petuanan Adat Suku Maya Raja Ampat, dilarang 

menggunakan : 

a. Bahan peledak; 

b. Pukat harimau; 

c. Potasium atau racun ikan termasuk penggunaan akar boreh; 

d. faring bermata kecil dengan bentangan berjarak lebih dari SO meter laut; 

e. Kapal hagan besar; 

f. Penggalian dan pengambilan batu karang; 

g. Perburuan satwa-satwa yang dilindungi dan terancam punah. 

2. Pengumpulan hasil laut oleh nelayan dari luar tidak diperkenankan, kecuali atas izin 

yang resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan atau atas 

persetujuan Dewan Adat suku Maya berdasarkan Peraturan Kawasan-kawasan 

Konservasi di Raja Ampat; 

3. Dilarang membongkar atau merusak dengan cara apapun padang lamun karena 

berfungsi sebagai tempat bertelur dan pembesaran ikan; 

Tidak diperkenankan menebang hutan pantai atau kayu mangi-mangi di seluruh 

Kawasan Konservasi untuk kepentingan apapun untuk mencegah abrasi laut dan 

pengikisan pantai; 

4. Penebangan mangi-mangi diperkenankan di luar kawasan konservasi atau zona yang 

menurut aturannya diperkenankan untuk pengambilan mangi-mangi 

5. Pengambilan kayu mangi-mangi yang disebutkan pada Ayat 2 hanya diperkenankan 

untuk skala rumah tangga dan bukan untuk diperjual belikan. 



6. Menebang atau memotong kayu mangi-mangi sebagaimana Ayat 2 diatas, harus 

dilakukan melalui proses pembahasan dengan Perwakilan Adat, Kepala Kampung dan 

atau dibahas dalam musyawarah kampung untuk mendapatkan Ijin. 

7. Apabila permohonan pengambilan kayu mangi-mangi dikabulkan, yang melakukan 

penebangan diwajibkan untuk menanam kembali sekurang-kurangnya 10 pohon per 

pohon yang ditebang. 

PASAL 7 

Masyarakat Hukum Adat Suku Maya dapat memasang tanda-tanda larangan pada pohon 

tertentu di tanjung atau pulau-pulau, atau pohon buah tertentu dengan simbol-simbol 

yang biasa dipakai seperti daun kelapa muda atau kain merah untuk memberikan sinyal 

bahwa daerah atau pulau atau pohon tertentu tersebut adalah dilarang bagi siapapun yang 

melintas, melanggar, mengambil atau menangkap ikan didaerah yang dilarang tersebut 

karena dipercaya memiliki nilai spiritual dan kekuatan alam penjagajgaib. • 

BABV 

SANKS I 

PASAL8 

1. Sanksi yang dijatuhkan Dewan Adat Suku Maya berupa : 

a. denda atau pembayaran ganti kerugian; 

b. mengamankan peralatan yang digunakan untuk di serahkan kepada Aparat 

Penegak Hukum sebagai barang bukti untuk proses Hukum positif lebih lanjut; 

c. Cara menentukan besarnya denda sebagaimana di maksud dalam Ayat 1 huruf a 

diatas yaitu berdasarkan jumlah kerugian yang ditimbulkan yang bisa dihitung dari 

besarnya hasil tangkapan dikalikan dengan harga jual di Pasar Lokal maupun Luar 

Negeri ataupun nilai jual berulang kali sebagai atraksi wisata atau kompensasi atas 

lamanya pemulihan atas terumbu karang yang rusak karena ledakan born; 

d. Daftar besaran denda akan menjadi lampiran dalam peraturan ini; 

e. Dewan Adat Suku Maya berhak mengamankanjmenahan seluruh peralatan 

penangkapan ikan maupun kendaraan Iaut yang dipakai jika pelanggar tidak bisa 

memenuhi pembayaran denda sebagaimana disebutkan pada Ayat 2 di atas; 

f. Pelaksana penegakan Peraturan Adat ini wajib melaporkan atau menyerahkan 

pelanggar kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut melalui hukum 

Pemerintah setelah sanksi atas pelanggaran peraturan adat ini telah dijatuhi; 

g. Pemberlakuan sanksi sosial seperti kerja bakti kampung, dipermalukan melalui 

pengumuman kampung dan kebiasaan adat lainnya untuk membuat efek jera 

kepada seorang pelanggar peraturan masih diberlakukan dan diperbolehkan dalam 
____ ....... .. _ ................ ...l..-4... !-!. 



h. Pelaku pelanggaran yang berasal dari masyarakat adat sendiri akan diberikan 

teguran sampai pada pengusiran dari kampung tern pat yang bersangkutan berasal. 

BABVI 

PENGAWASAN 

PASAL9 

1. Pelaksana penegakkan hukum atas Peraturan Adat Suku Maya ini termasuk patroli 

pengamanan di laut adalah perwakilan DAS Maya dimasing-masing wilayah adat di 

Raja Ampat yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan DAS Maya, patroli adat, 

patroli dari TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan, Babinsa, Patroli BLUD-UPTD termasuk 

patroli masyarakat; 

2. Masyarakat adat dan semua pihak berhak dan wajib melaporkan pelanggaran yang 

terjadi di wilayah hukum adat masing-masing; 

3. Setiap pelanggaran akan disidangkan melalui sebuah sidang adat dengan dihadiri para 

pemimpin masyarakat kampung termasuk pemerintah kampung; 

4. Pengambil keputusan dari DAS Maya ditingkat kampung atau distrik atau wilayah 

tempat terjadinya pelanggaran adalah para perwakilan DAS Maya yang telah 
I 

ditetapkan secara resmi oleh DAS Maya dengan sebuah Surat Keputusan. 

PASAL 10 

1. Pelaksanaan patroli sebagaimana disebutkan pada pasal 12 ayat 1 di atas mempunyai 

tugas dan wewenang : 

a. Melakukan patroli laut; 

b. Menangkap, menyita, menahan, memeriksa identitas dan dokumen; 

c. Menangkap pelaku dan menyerahkannya kepada perwakilan adat yang telah 

ditetapkan atau aparat pelaksana penegakan hukum lainnya; 

2. Dalam waktu 1x24 jam setelah menerima pelanggar yang ditangkap, Pelaksana 

Penegakan Hukum dari DAS Maya harus menyelenggarakan rapat atau sidang untuk 

memeriksa dan membuat keputusan atas pelanggaran yang dilakukan. 

PASAL 11 

Perwakilan DAS Maya dimasing-masing wilayah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 

Ayat 1 di atas berada dibawah pengawasan Dewan Adat Suku Maya. 
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PASAL 12 

1. Dewan Adat Suku Maya bekerjasama dengan pihak-pihak lain bertanggungjawab 

untuk memenuhi kebutuhan Perwakilan DAS Maya dimasing-masing wilayah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya; 

2. Perwakilan DAS Maya dimasing-masing wilayah bertanggungjawab kepada Dewan 

Adat Suku Maya dan memberikan laporan mingguan dan bulanan terhadap 

pelaksanaan tugasnya; 

3. Dalam melaksanakan tugasnya Perwakilan DAS Maya dimasing-masing wilayah tidak 

diberi penghasilan tetap bulanan oleh Dewan Adat Suku Maya, tetapi keberadaan 

Perwakilan DAS Maya dimasing-masing wilayah mendapat dukungan dari masyarakat 

adat Suku Maya. 

PASAL13 

1. Perwakilan DAS Maya dimasing-masing wilayah dapat membentuk pos-pos di Pulau 

Batanta, Pulau Salawati, Pulau Waigeo dan Pulau Misol dan pulau lainnya hila 

diperlukan; 

2. Perwakilan Dewan Adat Suku Maya dimasing-masing wilayah dapat melakukan patroli 

gabungan yang melibatkan petugas Kepolisian, Petugas Dinas Perikanan dan Angkatan 

Laut. 

BABVII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal14 

1. Semua kebiasaan yang hidup dan diakui oleh masyarakat adat setempat mengenai 

laut, pesisir dan pulau-pulau, selama berkaitan dengan perlindungan ikan, biota laut 

dan sumber daya alam lainnya dinyatakan tetap berlaku; 

2. Apabila dikemudian hari sesuai perkembangan, teknologi dan ilmu pengetahuan, 

diperlukan sebuah perubahan, maka akan dilakukan penyesuaian atas Peraturan 

Daerah ini akan dibahas kern bali sesuai perkembangan masyarakat adat Suku Maya. 



. . 

BABVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

PASAL 15 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

PASAL 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dalam Beita Daerah Kabupaten Raja Am pat 

Diundangkan di Waisai, 
, 

pada tanggal, 6 Maret 2 017 

Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMP AT, 
CAP/TTD 

YUSUF SALIM 

Ditetapkan di Waisai, 

pada tanggal, 3 Maret 2017 

BUPATI RAJAAMPAT, 
CAP/TTD 

ABDUL FARIS UMLATI 

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJAAMPAT TAHUN 2017 NOMOR 8 

inan yang sah sesuai dengan Aslinya 

OHLIYAT MAYALIBIT, SH 
PENATA Tk.1 (III/d) 
NIP.19791020 2003121007 


